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Sebagai bentuk Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Balai Besar POM di Yogyakarta 

maka perlu disusun Laporan Kinerja 

Tahunan. Berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan 

Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di 

Yogyakarta juga mengacu pada Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi 

Perjanjian Kinerja (RAPK) yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala BPOM 

dalam rangka mencapai Visi Misi BPOM terhadap penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengukur sasaran dan target 

kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, 

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, serta Evaluasi Kinerja. 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 merupakan awal periode Rencana Strategis 

(Renstra) Balai Besar POM di Yogyakarta periode 2025-2029. Penyusunan 

Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada hasil capaian Perjanjian Kinerja (PK) 

dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Yogyakarta 

Tahun 2025. Selain diukur berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dan 

realisasi kinerja Tahun 2025 juga dilakukan evaluasi terhadap realisasi 

anggaran. Serta dilakukan analisis evaluasi terhadap program/kegiatan terhadap 

capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran, 

serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan 

kinerja. 

KATA PENGANTAR 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Secara umum capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta telah tercapai. Namun terdapat beberapa 

capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang masih perlu ditingkatkan 

dalam pelaksanaannya yang membutuhkan komitmen, kerjasama, dan 

dukungan yang aktif baik dari pimpinan maupun semua fungsi di Balai Besar 

POM di Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil reviu dari Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM agar 

mendapatkan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta tahun 2025 yang 

lebih baik sehingga perlu dilakukan revisi penyempurnaan laporan dan 

diharapkan menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja serta 

dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment Balai Besar POM 

di Yogyakarta melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

 

 

Yogyakarta, 24 Februari 2026 
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, 
 
 
 
     ${ttd_pengirim}    
 
 
 
Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H. 

  

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Ringkasan Eksekutif 

 

 

 

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Yogyakarta merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan Good Governance untuk 

mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi untuk mencapai Sasaran Kegiatan 

Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029, Perjanjian Kinerja, dan Rencana 

Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.  

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan dan telah dirumuskan Sasaran Kegiatan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT; 

2. Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi; 

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; 

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan 

dan mutu; 

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang efektif di wilayah kerja UPT; 

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 

7. Layanan publik UPT yang prima; dan 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. 

 

Nilai Kinerja Organisasi 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 104,18 dengan Predikat 

ISTIMEWA. BBPOM di Yogyakarta pada Tahun 2025 memiliki nilai AKIP dengan 

predikat “A”, sehingga untuk koreksi normalisasi capaian PK berdasarkan 

predikat AKIP sebesar 0%. 

Dari hasil capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025 dari 8 (delapan) Sasaran 

Kegiatan dengan hasil 7 (tujuh) Sangat Baik dan 1 (satu) Baik, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan pertama sebesar 105,85% dengan 

kriteria Sangat Baik, hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di 

Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan 

olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta sudah efektif; 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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2. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan kedua sebesar 110,00% dengan 

kriteria Sangat Baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana 

produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Yogyakarta 

sudah efektif; 

3. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan ketiga sebesar 100,04% dengan 

kriteria Sangat Baik, menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di 

Yogyakarta sudah efektif; 

4. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan keempat sebesar 103,66% 

dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM 

di Yogyakarta dalam melakukan pendampingan UMKM di wilayah kerjanya; 

5. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan kelima sebesar 108,23% dengan 

kriteria Sangat Baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan penindakan 

kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Yogyakarta sudah efektif; 

6. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan keenam sebesar 108,02% dengan 

kriteria Sangat Baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan deteksi 

kejahatan di di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja 

Balai Besar POM di Yogyakarta sudah efektif; 

7. Capaian indikator pada Sasaran Kegiatan ketujuh sebesar 106,17% dengan 

kriteria Sangat Baik, hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di 

Yogyakarta telah memberikan layanan publik yang prima; dan 

8. Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan kedelapan sebesar 98,26% 

dengan kriteria Baik, hal ini menunjukkan bahwa tatakelola pemerintah pada 

Balai Besar POM di Yogyakarta belum optimal. 

sudah mencapai lebih dari 110% sehingga dilakukan normalisasi capaian 

menjadi 110% yaitu untuk indikator: 

1) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar realisasi 97,10 dari target 85 dengan capaian 

114,24% dan dilakukan normalisasi menjadi 110%; dan 

2) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100 dari target 67 dengan 

capaian 149,25% dan dilakukan normalisasi menjadi 110%. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Pada Tahun 2025 dari sejumlah 28 indikator kinerja capaian targetnya antara 

93% sampai dengan 150%. Untuk indikator yang capaiannya lebih dari 110% 

maka dilakukan nilai konversi/normalisasi menjadi 110%, dengan hasil sebagai 

berikut: 

• Kriteria “Tidak dapat Disimpulkan” sebanyak 2 (dua) indikator karena 
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• Kriteria “SANGAT BAIK” sebanyak 18 (delapan belas) indikator yang sudah 

mencapai target yaitu untuk indikator: 

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditndaklanjuti sesuai 

ketentuan realisasi 97,56 dengan capaian 108,40% dari target 90,00. 

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO realisasi 27,66 dengan capaian 106,38% dari target 26,00.  

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan realisasi 98,04 dengan capaian 107,74% dari target 91,00. 

4) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

realisasi 100 dengan capaian 108,7% dari target 92,00. 

5) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan farmasi 

dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 99,13 

dengan capaian 101,15% dari target 98,00. 

6) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 98,11 dengan capaian 108,21% 

dari target 90,67. 

7) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 99,22 dengan capaian 109,03% 

dari target 91,00. 

8) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 99,49 dengan capaian 103,37% 

dari target 96,25 

9) Persentase sarana distribusi Pangan olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 94,40 dengan capaian 104,89% 

dari target 90,00. 

10) Persentase iklan sediaaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan realisasi 99,95 dengan capaian 108,88% dari target 

91,80. 

11) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 

realisasi 105,08 dengan capaian 105,08% dari target 100,00. 

12) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 82,10 dengan 

capaian 105,94% dari target 77,50. 

13) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT realisasi 87,59 dengan capaian 100,17% dari target 87,44. 

14) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi 

sertifikasi cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan realisasi 17,28 dengan capaian 103,66% dari target 

16,67. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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15) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT realisasi 88,75 dengan capaian 108,23% dari 

target 82,00. 

16) Persentase Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 97,22 dengan capaian 

108,02% dari target 90,00. 

17) Indeks Pelayanan Publik UPT realisasi 4,99 dengan capaian 106,17% 

dari target 4,7. 

18) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM realisasi 90,28 dengan capaian 

100,31% dari target 90,00. 

 

• Kriteria “BAIK”, ada 8 (delapan) indikator yang berarti target tercapai, yaitu 

untuk indikator: 

1) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 

realisasi 100 dengan capaian 100% dari target 100,00. 

2) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman realisasi 20 dengan capaian 100% dari 

target 20,00. 

3) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 

realisasi 14 dengan capaian 100% dari target 14. 

4) Jumlah desa pangan aman realisasi 4 dengan capaian 100% dari target 

4. 

5) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 1 dengan 

capaian 100% dari target 1. 

7) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM realisasi 5 dengan capaian 100% dari 

target 5. 

8) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM realisasi 2,81 dengan capaian 

93,67% dari target 3. 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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6) Nilai AKIP UPT BPOM realisasi 81,22 dengan capaian 99,05% dari target 

82,00. 

 

Capaian Kinerja Anggaran 

Tahun 2025 Pagu Anggaran yang dikelola sebesar Rp32.737.519.000,00 

dengan blokir anggaran sebesar Rp8.358.331.000,00 sehingga pagu anggaran 

yang dapat digunakan BBPOM di Yogyakarta dalam menjalankan program dan 

kegiatan sebesar Rp24.379.188.000,00. 

Realisasi  anggaran    Tahun  2025   pada  BBPOM  di  Yogyakarta   adalah
Rp24.274.781.080,00,  realisasi  tersebut  apabila  dibandingkan  dengan  pagu
awal  realisasi  anggaran memiliki   persentase sebesar  74,15%  dan  apabila

dibandingkan  dengan  pagu  efisiensi adalah sebesar 99,57%. 
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Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka 

dilakukan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran yang akan 

mempengaruhi perencanaan, sehingga perlu disusun strategi yang harus 

dilakukan BBPOM di Yogyakarta dalam mencapai target.  

 

Langkah-langkah Implementasi SAKIP 

Dalam menerapkan implementasi SAKIP perlu dilakukan perbaikan secara terus 

menerus dalam meningkatkan kinerja. Langkah-Langkah antisipatif dalam 

pengelolaan risiko untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi yaitu 

dengan melakukan: 

1. Melakukan identifikasi risiko sejak awal seperti melakukan indentifikasi 

potensi kendala yang mungkin akan terjadi seperti keterbatasan anggaran 

dengan adanya efisiensi, pemenuhan SDM, pemenuhan sarana prasarana 

atau adanya perubahan kebijakan. 

2. Melakukan analisa tingkat risiko yaitu dengan melakukan penilaian tingkat 

kemungkinan dampak risiko terhadap pencapaian kinerja dengan melakukan 

klasifikasi risiko dari yang rendah, sedang, dan tinggi untuk menentukan 

prioritas penanganan. 

3. Melakukan penyusunan strategis mitigasi risiko yaitu dengan melakukan 

penyusunan langkah pencegahan seperti perencanaan anggaran, pelatihan 

SDM, atau penyesuaian SOP. 

4. Penguatan sistem internal yaitu dengan melakukan monitoring evaluasi 

secara berkala dengan memastikan SOP dapat berjalan dengan baik. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melakukan 

pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan program kegiatan dan 

dengan melakukan penyusunan evaluasi untuk strategis perbaikan. 

6. Melakukan peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan, bimbingan 

teknis, dan pengembangan kompetensi pegawai. 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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7. Meningkatkan dan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan 

menggunakan sistem informasi manajemen untuk monitoring kinerja dan 

pelaporan serta dengan digitalisasi data untuk mengurangi risiko kesalahan 

administrasi. 

 
 
Yogyakarta, 24 Februari 2025 
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, 
 
 
 
     ${ttd_pengirim} 
 
 
 
Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.  

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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